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ABSTRAK 

Desi Wulandari. NPM 1505170345. Analisis Penerapan E-Faktur Pajak 

Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan 

SPT Masa PPN Pada KPP Pratama Medan Polonia. Skripsi. 2019. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan E Faktur Pajak Dalam 

Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan SPT Masa 

PPN dan untuk mengetahui penyebab Wajib Pajak tidak mengembalikan E Faktur 

Pajak pada KPP Pratama Medan Polonia 

Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data 

kuantitatif, penelitian ini dilakukan dengan data yang diterima dari KPP Pratama 

Medan Polonia yang berupadata skunder dengan teknik pengumpulan data dengan 

dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan Penerapan aplikasi e-faktur cukup berperan besar 

dalam meningkatkan kepatuhan dari pengusaha kena  pajak yang  terdaftar, hal ini 

terlihat dari hasil penelitian yang  terjadinya  peningkatan persentase dalam  

pelaporan SPT Masa PPN dibandingkan dengan pelaporan SPT Masa PPN  

sebelum penerapan e-faktur dan penerapan  aplikasi  e-faktur pada pengusaha  

kena pajak pembuat faktur pajak dalam segi kepatuhan penggunaan aplikasi e-

faktur dikategorikan belum efektif. Hal ini terlihat dari tingkat kepatuhan seluruh 

pengusaha kena pajak terdaftar dalam hal pelaporan SPT Masa PPN sebelum dan 

sesudah penerapan aplikasi e-faktur yaitu  tahun 2013 sampai tahun 2017 masih 

berada dibawah target yang ditetapkan 

 

Kata Kunci : E Faktur Pajak, Kepatuhan Pajak, SPT Masa PPN 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagian besar negara di dunia memiliki sistem perpajakan yang dikelola 

untuk dapat membiayai pemerintahan negara, maka tidak  dapat  dipungkiri 

bahwa pajak telah memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan  negara 

yang digunakan untuk membiayai pembangunan yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat, dimana setiap orang wajib membayar pajak.  

Alokasi pajak tidak hanya diberikan kepada rakyat yang membayar pajak tetapi  

juga untuk kepentingan rakyat yang tidak membayar pajak. Dengan demikian  

peranan pajak sangat penting bagi suatu negara dalam menjalankan roda  

pemerintahannya.   

Dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak (DJP) ditunjuk untuk mengelola 

pajak yang di bawahi oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia. Adanya  

tuntutan akan peningkatan penerimaan pajak mendorong Direktorat Jendral Pajak 

untuk melakukan reformasi perpajakan, berupa penyempurnaan terhadap 

kebijakan perpajakan serta modernisasi sistem administrasi perpajakan agar  

potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat di pungut  secara  optimal  dengan  

menjunjung  asas  keadilan  sosial  serta memberikan pelayan prima kepada wajib 

pajak. 

Penerimaan pajak negara sejauh ini belum optimal. Hal ini terlihat pada 

Wajib Pajak yang masih belum memenuhi kewajibannya untuk menerbitkan 

faktur pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, diantaranya Wajib 

Pajak non-PKP yang menerbitkan faktur pajak padahal tidak berhak menerbitkan 

1 



2 
 

 
 

faktur pajak, faktur pajak yang terlambat diterbitkan, faktur pajak fiktif, atau 

faktur pajak ganda.  

Pemerintah berupaya mengurangi jumlah faktur pajak fiktif dengan 

membuat peraturan-peraturan baru. Salah satunya adalah pemerintah menetapkan 

untuk mengganti faktur pajak kertas (manual) menjadi elektronik faktur (e-

Faktur). Dasar hukum dari e-Faktur adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor 

151/PMK.03/2013, KEP136/PJ/2014, peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 

PER-16 /PJ/2014, dan PER-17/PJ/2014 tentang perubahan kedua atas peraturan 

Direktur Jenderal Pajak nomor PER-24/PJ/2012 tentang bentuk, ukuran, tata cara 

pengisian keterangan, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara 

pembetulan atau penggantian, dan tata cara pernbatalan faktur pajak. 

Pemberlakuan faktur pajak elektronik (e-Faktur) secara bertahap ini 

ditetapkan di dalam KEP-136/PJ/2014. Salah satu faktor pendukung berhasilnya 

penerapan e-Faktur dalam meningkatkan tingkat kepatuhan Pengusaha Kena 

Pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporan PPN tak luput dari hasil penelitian 

sebelumnya antar lain, Selfi (2016: 50) meneliti tentang penerapan e-Faktur 

sebagai perbaikan sistem administrasi PPN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

e-Faktur memiliki kelebihan atau kekurangan, dan penerapan e-Faktur dapat 

mengurangi tingkat pembetulan SPT PPN, serta e-Faktur dapat memperbaiki 

sistem administrasi PPN. 

Sistem terkomputerisasi dan online yang merupakan salah satu bentuk 

kebijakan pemerintah dalam rangka memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak 

dalam melaksanakan kegiatan perpajakan secara self assessment. Berbeda dengan  

sistem perpajakan terdahulu, yaitu office assessment, sistem self assessment  
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memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, 

memperhitungkan, menyetor,  dan melaporkan  seluruh  pajak  yang menjadi  

kewajibannya.   

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tergolong sebagai pajak objektif, 

dipandang sangat  terkait erat dengan dunia usaha karena melingkupi “Pengusaha 

Kena  Pajak”  yang  dijelaskan  dalam  Undang-Undang  PPN  sebagai  pengusaha 

yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak. Para 

Pengusaha Kena Pajak yang diberi kepercayaan untuk memungut PPN, 

menghitung PPN  terutang, serta melaporkannya kepada Kantor Pelayanan Pajak, 

rupanya  belum  semua  mematuhi  kewajibannya.   

Kasus para Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak Fiktif  

sehingga membuat kerugian kepada keuangan negara, membuat Direktorat  

Jenderal  Pajak  akhirnya  melakukan reformasi lanjutan, yaitu Reformasi Sistem 

Administrasi PPN. Program  Reformasi  Sistem  Administrasi  PPN  merupakan  

sebuah “pembenahan”  administrasi  untuk  menangkal  ketidakpatuhan  PKP  dan  

demi mewujudkan sistem administrasi DJP yang  lebih efektif dan efisien. 

Program  ini sudah berlangsung sejak  tahun 2011 dan dituangkan dalam roadmap 

DJP sampai tahun 2015.  

Adapun rencana pembenahan administrasi PPN meliputi  Evaluasi Bentuk 

Pelaporan SPT , Registrasi Ulang PKP, Evaluasi Sistem Value Added Tax Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) yang tergolong sebagai pajak objektif, dipandang sangat  

terkait erat dengan dunia usaha karena melingkupi “Pengusaha Kena Pajak”  yang  

dijelaskan dalam Undang-Undang PPN sebagai pengusaha yang melakukan 

penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak. Para Pengusaha  Kena  
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Pajak yang diberi kepercayaan untuk memungut PPN, menghitung PPN  terutang, 

serta melaporkannya kepada Kantor Pelayanan Pajak, rupanya  belum  semua  

mematuhi  kewajibannya.   

Dimana Evaluasi Bentuk Pelaporan SPT, Registrasi Ulang PKP, Evaluasi 

Sistem Value Added Tax Perubahannya mencakup Format Faktur Pajak yang 

telah ditentukan sistem, Bentuk tanda tangan elektronik, Lembaran faktur pajak 

yang tidak perlu dicetak, PKP yang membuat hanya yang ditetapkan oleh Dirjen 

Pajak, Jenis transaksi yang dibuatkan faktur pajak kini terbatas pada penyerahan 

BKP dan JKP saja, dan  Pelaporan menggunakan aplikasi yang sama dengan 

pembuatan e-faktur.  

Penerapan E-faktur dapat mendorong terciptanya pelaksanaan self 

assessment dengan lebih baik  lagi dan Wajib Pajak mempunyai kesadaran untuk 

melaksanakan hak  dan  kewajiban  perpajakannya  sesuai  dengan  ketentuan 

perpajakan yang berlaku. Aktivitas  ini  tentu  saja bermuara  terhadap penerimaan 

pajak  melalui  pencegahan  penerbitan  Faktur  Pajak  Fiktif  dan  kerugian  yang 

diakibatkan oleh penerbitan Faktur Pajak Fiktif dapat ditekan.  

Tujuan diperbaharuinya sistem pajak dengan ditambahkannya e-faktur 

diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak juga dapat meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan, serta produktivitas 

pegawai pajak yang  tinggi.  Sedangkan  tujuan  penggunaan  teknologi  informasi 

dalam  perpajakan  adalah  menghemat  waktu,  mudah,  dan  akurat. Dengan 

penggunaan  teknologi  informasi dalam administrasi perpajakan diharapkan dapat 

meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak, baik dari segi kualitas maupun 

waktu sehingga lebih efektif.  
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Program  e-faktur  ini  pertama  kali  diluncurkan  pada  1  Juli  2014  pada  

45 PKP yang ditetapkan oleh DJP, kemudian  pada  1  Juli  2015  pada  seluruh  

PKP yang terdaftar di Kanwil DJP Jawa Timur dan Bali dan akan dilaksanakan 

secara nasional  pada  1  Juli  2016 mendatang.  Sosialisasi  terkait  aplikasi  e-

faktur telah dilaksanakan oleh seluruh KPP di  wilayah  Medan,  termasuk 

pendampingn langsung kepada PKP oleh Account Representative (AR) dimasing-

masing PKP terdaftar. 

Berikut data penghasilan kena pajak yang dilakukan dengan menggunakan 

E- Faktur yang terjadi pada KPP Medan Polonia adalah sebagai berikut:  

Tabel I.1 

E - Faktur Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena 

Pajak Untuk Pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2013-2017  

KPP Pratama Medan Polonia 
 

Sumber  :Laporan KPP Pratama Medan Polonia yang diolah 

Berdasarkan sumber dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia 

tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 SPT yang diterima mengalami peningkatan 

yang juga diikuti dengan Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar mengalami 

peningkatan, tetapi tingkat persentase kepatuhan pengusaha kena pajak untuk 

tahun 2014 sampai tahun 2017 mengelamai penurunan, hal ini menunjukkan 

bahwa Wajib Pajak masih belum patuh dalam melakukan pembayaran pajak yang 

dibebankan kepadanya. 

Tahun 
SPT 

Diterima 

PKP 

Terdaftar 

Tingkat 

Kepatuhan 

 

 

PKP 

Pembuat 

E-Faktur 

Pajak 

 

PKP 

Yang 

Kembali 

E-Faktur 

Penerimaan Pajak PPN 

 

Target 

 

Realiasi 

2013 18.597 2.033 76,23% 810 - Rp. 431.235.290542 Rp. 321.401.721.232 

2014 20.824 2.196 79,02% 791 - Rp. 327.830.014.840 Rp. 349.802.202.778 

2015 21.986 2.538 72,19% 854 - Rp. 354.772.906.000 Rp. 539.060.643.664 

2016 21.009 2.837 61,71% 870 814 Rp. 520.587.226.082 Rp. 691.543.983.106 

2017 21.724 3.034 59,67% 910 895 Rp. 415.958.358.085 Rp. 511.770.770.936 
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Untuk Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-faktur masih sangat jauh 

dari jumlah PKP yang daftar, bahkan Pengusaha Kena Pajak yang buat tidak 

mampu untuk melakukan pembayaran atas beban pajak yang diterimanya, terbukti 

dengan jumlah pengusaha kena pajak yang melakukan pengembalian dengan 

menggunakan e-faktur masih berada dibawah dari jumlah e-faktur yang membuat. 

Dengan jumlah Pengusaha Kena Pajak yang bayar mengalami penurunan 

dan masih berada jauh dibawah dari Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar, hal ini 

menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar 

pajak yang dibebankan kepadanya. Dimana dengan masih banyaknya wajib pajak 

yang tidak patuh dalam membayar pajaknya terjadi dikarenakan kurangnya 

kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajiban pajak yang dibebankan 

kepadanya. 

Jumlah wajib pajak yang melakukan pengembalian faktur dengan 

menggunakan e faktur untuk tahun 2016 dan tahun 2017 mengalami peningkatan, 

tetapi peningkatan tersebut tidak mampu dalam meningkatkan penerimaan pajak 

PPN hal ini terlihat dari penurunan atas jumlah penerimaan pajak. 

Elektronik Faktur Pajak diharapkan akan meningkatkan kepatuhan 

Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut 

Khairani dan Awwaliatul (2015: 16) elektronik faktur pajak disebut sebagai salah 

satu strategi untuk menerapkan pendekatan sentralisasi data (centralized data 

approach) dalam membangun lingkungan kepatuhan pajak dimasa depan (the 

future tax compliance environment). Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak adalah 

suatu keadaan dimana Pengusaha Kena Pajak selaku Wajib Pajak memenuhi 

semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai 
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ketentuan formil dan materiil dalam Undang-Undang Perpajakan (Sutedi, 2013: 

27). 

Menurut Nur Wahyuning (2017 hal. 5) menyatakan bahwa dengan 

diterapkannya E Faktur bertujuan untuk dapat memaksimalkan penerimaan pajak, 

dimana faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang 

ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak guna untuk 

meminimalisirkan kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak, seperti halnya 

wajib pajak non-Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menerbitkan faktur pajak 

padahal tidak berhak menerbitkan faktur pajak, faktur pajak yang terlambat 

diterbitkan, faktur pajak fiktif, atau faktur pajak ganda serta beban administrasi 

yang begitu besar bagi pihak DJP maupun bagi PKP. 

Pada penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Maulana  Prahaji,  

dkk tahun 2015 dengan  judul “Analisis Penerapan Elektronik Nomor Faktur 

Sebagai Upaya Untuk Mencegah  Penerbitan  Faktur  Pajak  Fiktif  (Suatu  Studi  

Pada KPP Wajib Pajak Besar Tiga). Peneliti menemukan bahwa sistem e-nofa 

menunjukkan hasil  yang  signifikan  dalam  mencegah  penggunaan  maupun  

penerbitan  faktur pajak  fiktif  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Wajib  Pajak  Besar  

Tiga,  sedangkan hambatan dari penerapan program  ini adalah ketergantungan  

sistem dan koneksi jaringan  internet, Wajib  Pajak  yang  masih  harus  datang  ke  

Kantor  Pelayanan Pajak, dan tingkat pemahaman serta kelalaian Wajib Pajak.  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa  program  e-nofa  PPN  

berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena 

Pajak dalam penerapan penomoran nomor faktur.   
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Berdasarkan pemaparan di atas, mendorong peneliti untuk melakukan 

penelitian mengenai “Analisis Penerapan E-Faktur Pajak Dalam 

Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan SPT 

Masa PPN Pada KPP Pratama Medan Polonia” 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka dapat 

diidentifikasi masalah sebagai berikut :  

1. Masih rendahnya jumlah wajib pajak yang bayar untuk setiap tahunnya.   

2. Belum tercapainya jumlah Pengusaha Kena Pajak yang bayar dengan 

menggunakan E-Faktur dibandingkan dengan jumlah Pengusaha Kena 

Pajak yang membuat.  

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka dapat 

dirumuskan masalah :  

1. Bagaimanakah Penerapan E Faktur Pajak Dalam Meningkatkan 

Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan SPT Masa PPN Pada 

KPP Pratama Medan Polonia? 

2. Apakah penyebab Wajib Pajak tidak mengembalikan E Faktur Pajak pada 

KPP Pratama Medan Polonia? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan masalah, dapat diperoleh tujuan penelitian 

ini yaitu: 
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a. Untuk mengetahui Penerapan E Faktur Pajak Dalam Meningkatkan 

Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan SPT Masa PPN Pada 

KPP Pratama Medan Polonia 

b. Untuk mengetahui penyebab Wajib Pajak tidak mengembalikan E Faktur 

Pajak pada KPP Pratama Medan Polonia  

2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Secara  teorotis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi  

ilmu pengetahuan khususnya di bidang Perpajakan Indonesia dan juga  

penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan bagi peneliti e-

faktur selanjutnya. 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini  diharapkan  dapat  meningkatkan  kualitas  pelayanan  

kepada wajib pajak melalui penerapan e-faktur dan dapat memberikan 

konstribusi kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai bahan 

pertimbangan dalam praktik sistem informasi dalam mengembangkan 

teknologi informasi.. 

c. Manfaat Akademis,  

Sebagai salah satu acuan ataupun referensi bagi peneliti selanjutnya yang 

akan mengembangkan penelitian khususnya mengenai penerapan e-Faktur. 
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BAB II 

LANDASAN PUSTAKA 

 

A. Uraian Teoritis 

1. Pajak Pertambahan Nilai  

a. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai  

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. 

Hal ini disebabkan karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai 

untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran 

kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, 

mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak. 

Berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 Tentang perubahan ketiga atas 

UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah, pada bagian umum, Pajak Pertambahan Nilai 

adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah yang dikenakan secara 

bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.  

Menurut Mardiasmo (2011 : 215) untuk menghitung besarnya pajak 

yang terutang adalah “ adanya dasar pengenaan pajak (DPP)”. Pajak yang 

terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan 

Pajak. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual atau Penggantian 

atau Nilai Impor atau Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan 

Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung 

pajak yang terutang. 

10 
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Menurut Waluyo (2011:9) menyatakan bahwa pajak pertambahan nilai 

(PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di 

dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. 

Menurut Resmi (2014:5) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan 

pajak tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau 

dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga.  Pihak-pihak  yang  mempunyai  

kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan terdiri atas:  

1) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan BKP  

dan/atau JKP didalam Daerah Pabean dan melakukan ekspor BKP  

Berwujud/BKP tidak berwujud/JKP. Pengusaha Kena Pajak adalah 

pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau  JKP  yang  

dikenakan  pajak berdasarkan Undang-undang PPN dan PPnBM, tidak 

termasuk  pengusaha kecil. Pengusaha dikatakan Pengusaha  Kena  

Pajak  apabila  melakukan penyerahan BKP dan /atau JKP dengan 

jumlah peredaran bruto melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun. PKP 

mempunyai kewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN dan 

PPnBM.  PPN  dan  PPnBM  yang  disetorkan  dan  dilaporkan  PKP  

tersebut dapat dibebankan kepada konsumen pada  saat  terjadi  

transaksi penyerahan BKP dan /atau JKP. Jika PKP tidak melakukan 

hal itu, dia yang mempuyai kewajiban membayar sejumlah PPN dan 

PPnBM.  

2) Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP  

3) Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud 

dan/atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.  
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4) Orang pribadi atau badan yang melakukan impor barang kena pajak.  

5) Pengusaha kena pajak yang melakukan penjualan barang yang menurut 

tujuan semula tidak untuk dijual kembali.  

6) Orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan rumahnya 

sendiri dengan persyaratan tertentu.  

7) Pemungut pajak yang ditunjuk oleh pemerintah.  

Dalam UU No.  42 Tahun  2009  Pasal  4  ayat  (1)  Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas:  

1) Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang 

dilakukan oleh pengusaha impor  

2) Barang Kena Pajak penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah 

Pabean yang dilakukan oleh pengusaha  

3) Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari  luar Daerah 

Pabean  di dalam Daerah Pabean  

4) Pemanfaatan  Jasa  Kena  Pajak  dari  luar  Daerah  Pabean  di  dalam 

Daerah Pabean  

5) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak  

6) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak  

7) Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.   

b. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

Berlakunya UU No. 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU 

No. 8 Tahun 1983 kemudian diubah menjadi UU No. 11 Tahun 1994, dan 

yang terakhir diubah lagi dengan UU No. 18 Tahun 2000 tentang pajak 
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pertambahan nilai (PPN) barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang 

mewah. Aturan pelaksanaan terakhir diatur pada UU No. 42 Tahun 2009. 

Dengan UU No. 8 Tahun 1983 dipungut pajak pertambahan nilai dan 

penjualan atas barang mewah. Perbedaan utama pajak pertambahan nilai dari 

peredaran dan pajak penjualan 1951 adalah tidak adanya unsur pajak 

berganda. Undang-undang yang mengatur pengenaan pajak pertambahan nilai 

(PPN) barang dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah adalah 

undang-undang No. 8 Tahun 1983 kedua pajak ini merupakan sebagai pajak 

yang dipungut atas konsumsi dalam negeri. khususnya terhadap penjualan atau 

penyerahan barang mewah selain dikenakan pajak pertambahan nilai juga 

dikenalkan pajak penjualan atas barang mewah. 

Dalam undang-undang ditemukan bahwa UU PPN diberlakukan 1 juli 

tahun 1984, dengan praturan pemerintah penganti UU (PERPEU) No. 1 Tahun 

1984. Mulainya berlaku UU PPN ditangguhkan sampai tanggal 1 juli 1986, 

dan ditetapkan peraturan pemerintah. 

c. Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

1) Subjek Pajak Pertambahan Nilai 

Menurut Resmi (2014: 5) pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan 

pajak tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau 

dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga. pihak-pihak yang mempunyai 

kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terdiri atas: 

a) Pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena 

pajak/jasa kena pajak didalam daerah pabean dan melakukan 
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eksporbarang kena pajak berwujud/barang kena pajak tidak 

berwujud/jasa kena pajak.  

b) Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusa kena 

pajak (PKP). 

2) Objek Pajak Pertambahan Nilai 

Berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai 

Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau selanjutnya 

disebut UU PPN 1984 (Untung Sukardji, 2010: 189) Objek PPN dikenakan 

atas: 

a) Penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh 

pengusaha, yang dimaksud daerah pabean adalah wilayah Republik 

Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di 

atasnya, serta tempat tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan 

landas kontinen yang ada di dalamnya berlaku undang-undang yang 

mengatur mengenai kepabeanan. Syarat – syaratnya adalah: 

1) Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP 

2) Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP Tidak 

Berwujud 

3) Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean dan 

4) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau 

pekerjaannya 

b) Impor BKP 

c) Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh 

pengusaha. Syarat – syaratnya adalah: 
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1) Jasa yang diserahkan merupakan jkp. 

2) Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean dan. 

3) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau 

pekerjaannya. 

d) Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam 

daerah pabean. 

e) Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. 

f) Ekspor BKP berwujud oleh pengusaha kena pajak. 

g) Ekspor BKP tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. 

h) Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha 

atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan 

sendiri atau digunakan pihak lain. 

i) Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk 

diperjual belikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak 

masukannya tidak dapat dikreditkan. 

d. Tarif dan Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai   

Tarif PPN dalam UU No. 42 Tahun 2009 adalah:  Pasal 7  

1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen)  

2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:  

a) ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;  

b) ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan  

c) ekspor Jasa Kena Pajak.  

3) Tarif  pajak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  diubah  

menjadi paling  rendah 5%  (lima persen) dan paling  tinggi 15%  (lima 



16 
 

 
 

belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. Pasal 8  

a) Tarif  Pajak  Penjualan  atas  Barang Mewah  ditetapkan  paling  

rendah  10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 200% (dua ratus 

persen).  

b) Ekspor  Barang  Kena  Pajak  yang  tergolong mewah  dikenai  

pajak  dengan tarif 0% (nol persen).  

c) Ketentuan mengenai kelompok Barang Kena Pajak yang  tergolong 

mewah yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan 

tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 

Pemerintah.  

d) Ketentuan mengenai jenis barang yang dikenai Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  diatur  

dengan  atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Pasal 8A  

e) Pajak  Pertambahan  Nilai  yang  terutang  dihitung  dengan  cara 

mengalikan tarif  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan 

Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, 

Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain.  

4) Ketentuan mengenai nilai  lain  sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1) 

diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.  

Dasar Pengenaan Pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung 

pajak yang  terutang,  berupa:  Jumlah  Harga  Jual,  Penggantian,  Nilai  

Impor,  Nilai Ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri 

Keuangan PMK Nomor 75/PMK.03/2010 adalah sebagai berikut:  
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1) Harga  Jual  adalah  nilai  berupa  uang,  termasuk  semua  biaya  yang  

diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan 

Barang Kena Pajak (BKP),  tidak  termasuk PPN  yang  dipungut 

menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan 

dalam Faktur Pajak.  

2) Penggantian adalah nilai berupa uang,  termasuk  semua biaya yang 

diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan 

Jasa Kena Pajak (JKP),ekspor  Jasa  Kena  Pajak,  atau  ekspor  Barang  

Kena  Pajak  Tidak Berwujud,  tetapi  tidak  termasuk  PPN  yang  

dipungut  menurut  Undang-Undang  PPN  dan  potongan  harga  yang  

dicantumkan  dalam  Faktur  Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar 

atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan  Jasa 

Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak 

Berwujud.  

3) Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan 

bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak  

berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean 

untuk  Impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut 

Undang-Undang PPN.  

4) Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang,  termasuk semua biaya yang 

diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.  

5) Nilai  lain  adalah  nilai  berupa  uang  yang  ditetapkan  sebagai  Dasar 

Pengenaan  Pajak  dengan  Keputusan  Menteri  Keuangan.  Nilai  lain 
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yang ditetapkan  sebagai  Dasar  Pengenaan  Pajak  pada  pasal  2  PMK  

Nomor 75/PMK.03/2010 adalah sebagai berikut :  

a) untuk  pemakaian  sendiri BKP  dan/atau  JKP  adalah Harga  Jual  

atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor.  

b) untuk  pemberian  cuma-cuma  BKP  dan/atau  JKP  adalah  Harga  

Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor.  

c) untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah 

perkiraan harga jual rata-rata.  

d) untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per 

judul film.  

e) untuk  penyerahan  produk  hasil  tembakau  adalah  sebesar  harga  

jual eceran.  

f) untuk  Barang  Kena  Pajak  berupa  persediaan  dan/atau  aktiva  

yang menurut  tujuan  semula  tidak  untuk  diperjualbelikan,  yang  

masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar 

wajar.  

g) untuk  penyerahan  Barang  Kena  Pajak  dari  pusat  ke  cabang  

atau sebaliknya  dan/atau  penyerahan  Barang  Kena  Pajak  antar  

cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan.  

h) untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang adalah 

harga lelang.  

i) untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10 % (sepuluh 

persen) dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya 

ditagih, atau  
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j) untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata 

adalah 10%  (sepuluh  persen)  dari  jumlah  tagihan  atau  jumlah  

yang  seharusnya ditagih.  

e. Pengusaha Kena Pajak  

Dalam Pasal 1 butir 15 undang-undang PPN No.42 Tahun 2009 

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan  Barang 

Kena  Pajak dan/atau  penyerahan  Jasa Kena  Pajak  yang  dikenai  pajak  

berdasarkan Undang-Undang ini. Semua WP yang telah memenuhi 

persyaratan subjektif  (persyaratan yang  sesuai  dengan  ketentuan mengenai  

subjek  pajak sebagaimana telah diatur berdasarkan Undang-Undang Pajak  

Penghasilan 1984  dan perubahannya) dan persyaratan  objektif  (persyaratan  

bagi  subjek  pajak  yang  menerima  atau memperoleh  penghasilan  atau  

diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan  

ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya)  sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan  

sistem  self  assessment,  wajib  mendaftarkan  diri  pada kantor DJP melalui 

KPP  untuk  dicatat  sebagai wajib  pajak  dan  sekaligus  untuk mendapatkan 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).  

Menurut Muljono (2008: 5) Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha 

yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Penyerahan Jasa 

Kena Pajak yang dikenakan  pajak  berdasarkan  Undang-undang  PPN,  tidak  

termasuk Pengusaha  Kecil,  kecuali  terhadap  Pengusaha  Kecil  yang  

memilih  untuk dikukuhkan sebagai PKP.  
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Pengusaha  yang  belum  dikukuhkan  sebagai  Pengusaha Kena  Pajak, 

maka mereka belum bisa membuat faktur untuk pembayaran pajak. Syarat 

menjadi PKP adalah pengusaha yang memiliki peredaran bruto Rp 4.8 miliar. 

Akan tetapi, bagi pengusaha  yang  ingin  mengajukan  menjadi  PKP  maka  

diperbolehkan. Untuk menjadi PKP, maka harus mengisi formullir melalui 

online yang sudah disediakan oleh Direktorat Jendaral Pajak.  

2. Faktur Pajak  

a. Pengertian Faktur Pajak  

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 menjelaskan yakni:   

“Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena  

Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa 

Kena Pajak.” Di dalam Undang-Undang PPN Nomor 8 Tahun 1983  

sebagaiman telah diubah  terakhir  dengan Undang-Undang Nomor  42 Tahun  

2009,  definisi Faktur Pajak ada pada Pasal 1 angka 23, yakni : “Faktur  Pajak  

adalah  bukti  pungutan  pajak  yang  dibuat  oleh  Pengusaha Kena  Pajak  

yangmelakukan  penyerahan  Barang  Kena  Pajak  atau penyerahan Jasa Kena 

Pajak”.  

Menurut  (Waluyo,  2012:84)  Faktur  pajak  merupakan  faktur  yang 

dipergunakan sebagai bukti pungutan pajak dan sebagai sarana untuk 

mengkreditkan pajak masukan. Untuk setiap penyerahan BKP atau  

penyerahan JKP oleh Pengusaha Kena Pajak harus dibuat satu faktur pajak. 

Faktur pajak harus diisi  secara  lengkap,  jelas,  dan  benar  serta  

ditandatangani  oleh  pihak  yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) 

untuk menandatanganinnya.  
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b. Jenis Faktur Pajak  

Menurut Waluyo (2012 : 317) jenis-jenis Faktur Pajak adalah sebagai 

berikut:   

1) Faktur pajak standar   

Bukti  pungutan  pajak  yang  dibuat  oleh  pengusaha  Kena  Pajak  yang  

melakukan penyerahan Barang kena pajak atau penyerahan jasa kena 

pajak.  

2) Faktur pajak gabungan   

Faktur pajak yang meliputi seluruh penyerahan yang melakukan 

penyerahan Barang  Kena  Pajak  dan/atau penyerahan  Jasa  Kena  Pajak 

yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan 

Nilai.  

3) Faktur pajak khusus  

Yang dimaksud dengan faktur pajak khusus disini adalah Orang  pribadi 

pemegang paspor luar negeri dan diterbitkan oleh negara lain dengan 

memenuhi syarat:  

a) Bukan Warga Negara Indonesia atau bukan Permanent Resident  of 

Indonesia yang tinggal atau berada di Indonesia tidak lebih dari 2  

(dua) bulan sejak tanggal kedatangan; dan/atau  

b) Bukan kru dari maskapai penerbangan Faktur  pajak  fiktif  

berdasarkan  Surat  Edaran  Direktorat  Jenderal  Pajak Nomor  SE 

- 29/PJ.53/2003 pada Tanggal 4 Desember 2003  adalah sebagai 

berikut:  
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1) Faktur  pajak  yang  diterbitkan  oleh  Pengusaha  yang  belum  

dikukuhkan  sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).  

2) Faktur pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha dengan 

menggunakan nama, NPWP dan Nomor Pengukuhan PKP orang 

pribadi atau badan lain.  

3) Faktur pajak yang digunakan oleh PKP yang tidak diterbitkan  

oleh  PKP penerbit.  

4) Faktur pajak yang secara formal memenuhi ketentuan Undang-

undang PPN, tetapi  tidak memenuhi  secara material  yaitu  tidak  

ada  penyerahan  barang dan  atau  uang  atau  barang  tidak  

diserahkan  kepada  pembeli  sebagaimana tertera pada faktur 

pajak.  

5) Faktur pajak yang diterbitkan oleh PKP yang identitasnya tidak  

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.  

c) Dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak  

Adapun  dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak  

menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER  -27/PJ/2011  

adalah  sebagai berikut :  

3. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)  

4. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)  

5. Paktur Nota Bon Penyerahan (PNBP)  

6. Bukti tagihan atas penyerahan jasa telekomunikasi  

7. Tiket, tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill), atau Delivery 

Bill  
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8. Nota Penjualan Jasa yang untuk penyerahan jasa kepelabuhanan  

9. Bukti tagihan atas penyerahan listrik  

10. Pemberitahuan Ekspor JKP/ BKP Tidak Berwujud  

11. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)  

12. Surat Setoran Pajak (SSP) untuk pembayaran PPN atas  

pemanfaatan BKP tidak terwujud atau JKP dari luar Daerah 

Pabean  

13. Bukti tagihan atas penyerahan BKP dan/atau JKP Pajak  oleh 

Perusahaan Air Minum  

14. Bukti tagihan (Trading Confirmation) atas penyerahan JKP  oleh  

perantara efek  

15. Bukti tagihan atas penyerahan Jasa Kena Pajak oleh perbankan.  

3. E Faktur 

a. Pengertian E-Faktur  

Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor PMK-151/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan  

Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak. Dalam PMK tersebut diatur 

bahwa Faktur Pajak terdiri dari  Faktur  Pajak  berbentuk  elektronik  (e-

Faktur)  dan  Faktur  Pajak  berbentuk kertas  (hardcopy).  Pengertian  Faktur  

Pajak  elektronik  (e-Faktur) menurut  Pasal 1(1) Peraturan Direktur Jenderal 

Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan 

Faktur Pajak Berbentuk Elektronik  ialah Faktur Pajak yang  dibuat  melalui  

aplikasi  atau  sistem  elektronik  yang  ditentukan  dan/atau disediakan oleh 

DJP.  
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Berdasarkan Pasal 10 PER-16/PJ/2014, bentuk e-Faktur berupa  

dokumen elektronik Faktur Pajak yang merupakan hasil keluaran dari aplikasi  

atau sistem elektronik yang ditentukan  dan/atau  disediakan  oleh  DJP.  e-

Faktur dapat pula dicetak dalam bentuk kertas atau dalam bentuk  file pdf. 

Apabila e-Faktur dicetak di  kertas  yang  disediakan  secara  khusus  oleh  

PKP, misalnya  kertas  yang  telah dicetak  logo  perusahaan,  alamat,  atau  

informasi  lainnya,  maka  e-Faktur  yang dicetak  di  atas  kertas  tersebut  

tetap berfungsi sebagai Faktur Pajak. e-Faktur ditandatangani secara  

elektronik sehingga tidak disyaratkan lagi  untuk ditandatangani  secara  basah  

oleh  pejabat/pegawai  yang  ditunjuk  oleh  PKP.  

Ketentuan mengenai  hal  ini  diatur  dalam  Pengumuman Direktur  

Jenderal Pajak Nomor PENG-01/PJ.02/2014 tentang  Faktur  Pajak  Berbentuk  

Elektronik (e-Faktur). Menurut Pasal 5 PER-16/PJ/2014, e-Faktur dibuat 

menggunakan mata uang Rupiah.  Sedangkan  untuk  Penyerahan  Barang 

Kena Pajak dan/atau Penyerahan Jasa  Kena  Pajak yang  menggunakan  mata 

uang selain Rupiah maka terlebih dahulu harus dikonversikan ke dalam mata  

uang Rupiah dengan menggunakan kurs menurut Keputusan Menteri 

Keuangan pada saat pembuatan e-Faktur.  

b. Pihak-Pihak yang Wajib Membuat e-Faktur  

PKP yang diwajibkan untuk membuat e-Faktur mulai  tanggal  1  Juli 

2014 adalah 45 PKP  terpilih  yang  telah dikukuhkan di KPP Wajib Pajak 

Besar, KPP Wajib  Pajak  Khusus, dan KPP  Madya  di  Jakarta.  Daftar  nama 

PKP tersebut tercantum dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal  Pajak  

Nomor  KEP-136/PJ/2014  tentang  Penetapan  Pengusaha  Kena  Pajak  yang  
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Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, antara lain PT 

Aneka Tambang, PT Sucofindo, PT Bluescope, PT Telkom, dan perusahaan 

lainnya. Kemudian mulai tanggal 1 Juli 2015, PKP yang diwajibkan untuk 

membuat e-Faktur  adalah  PKP  yang  telah  dikukuhkan  di  KPP  di  

lingkungan  Kantor Wilayah  Jawa  dan Bali.  

Ketentuan  ini  tercantum  dalam Lampiran  II Keputusan Direktur  

Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014. Untuk PKP yang dikukuhkan pada 

KPP di lingkungan Kantor Wilayah  Jawa  dan  Bali  setelah  tanggal  1  Juli 

2015 diwajibkan untuk  membuat  e-Faktur  sejak  PKP  tersebut  dikukuhkan. 

Sedangkan  pemberlakuan  e-Faktur  bagi  seluruh  PKP  di  Indonesia  akan  

dimulai sejak tanggal 1 Juli 2016.  

c. Transaksi yang Wajib Dibuatkan e-Faktur  

Berdasarkan  Pasal  2  (1)  PMK  Nomor  151/PMK.011/2013,  PKP 

wajib  membuat Faktur Pajak untuk setiap:  

1) Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4 

(1) huruf a dan/atau Pasal 16D Undang-Undang Pajak Pertambahan 

Nilai.  

2) Penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (1) 

huruf  

3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.  

4) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 (1) huruf f Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.  

5) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud  sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 (1) huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.  
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6) Ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4  (1) huruf 

h Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.   

d. Transaksi yang Dikecualikan dari Kewajiban Pembuatan e-Faktur  

Berdasarkan Pasal 2 (2) PER-16/PJ/2014, kewajiban pembuatan e-

Faktur dikecualikan atas Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena 

Pajak yang:   

1) Dilakukan  pedagang  eceran  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  20  

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012.  

2) Dilakukan PKP toko retail (free duty shop) kepada orang pribadi 

pemegang paspor luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16E 

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.  

3) Bukti pungutan PPN-nya berupa dokumen tertentu  yang  kedudukannya 

dipersamakan dengan Faktur Pajak  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

13 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.  

e. Saat Pembuatan e-Faktur  

Berdasarkan Pasal 3 PER-16/PJ/2014, e-Faktur wajib dibuat oleh PKP 

pada:   

1) Saat penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

4 (1) huruf a dan/atau Pasal 16D Undang-Undang Pajak Pertambahan 

Nilai.  

2) Saat penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

(1) huruf c Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.  

3) Saat penerimaan pembayaran dalam hal terjadi sebelum penyerahan 

Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak.  



27 
 

 
 

4) Saat penerimaan pembayaran  termin dalam hal penyerahan  sebagian  

tahap pekerjaan.  

5) Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan tersendiri.  

6) Keterangan yang Wajib Ada pada e-Faktur  

Berdasarkan Pasal 4 (1) PER-16/PJ/2014 e-Faktur harus  mencantumkan 

keterangan mengenai  penyerahan  Barang Kena  Pajak  dan/atau  

penyerahan  Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat tentang:   

a) Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan Barang Kena Pajak 

atau Jasa Kena Pajak.  

b) Nama,  alamat,  dan  NPWP  penerima  Barang  Kena  Pajak  atau  

Jasa  Kena Pajak.  

c) Jenis  barang  atau  jasa,  jumlah  harga  jual  atau  penggantian,  

dan  potongan harga.  

d) PPN yang dipungut.  

e) PPnBM yang dipungut.  

f) Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak.  

g) Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak  

f. Kewajiban Pelaporan e-Faktur  

Ketentuan mengenai kewajiban pelaporan e-Faktur terdapat dalam Pasal 

11 PER-16/PJ/2014 yang mengatur hal-hal sebagai berikut:   

a. e-Faktur wajib dilaporkan oleh PKP ke DJP dengan cara diunggah 

(upload) ke DJP menggunakan aplikasi atau sistem elektronik yang  
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telah ditentukan dan/atau disediakan dan memperoleh persetujuan dari 

DJP.  

b. DJP memberikan persetujuan untuk setiap e-Faktur yang telah  diunggah 

(upload)  sepanjang  Nomor  Seri  Faktur  Pajak  yang  digunakan  untuk  

penomoran e-Faktur tersebut adalah nomor yang diberikan oleh DJP 

kepada PKP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

c. e-Faktur  yang  tidak memperoleh  persetujuan  dari  DJP  bukan 

merupakan Faktur Pajak.  

d. e-Faktur dengan kesalahan pengisian, penulisan, rusak atau hilang dan  

pembatalan transaksi Pasal 6 mengatur tentang e-faktur dengan kesalahan 

pengisian dan penulisan sedangkan pasal 8 mengatur e-Faktur yang rusak 

atau hilang. Atas e-Faktur yang salah  dalam  pengisian  atau  salah  

dalam  penulisan,  sehingga  tidak  memuat keterangan yang  lengkap,  

jelas dan benar, Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur tersebut 

dapat membuat e-Faktur pengganti melalui aplikasi atau sistem  

elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan DJP. Pasal 8 memuat 

ayat-ayat sebagai berikut:  

a) Atas  hasil  cetak  e-Faktur  yang  rusak  atau  hilang,  Pengusaha 

Kena  Pajak yang membuat e-Faktur dapat melakukan cetak ulang 

melalui aplikasi atau sistem  elektronik  yang  ditentukan  dan/atau  

disediakan Direktorat  Jenderal Pajak.  

b) Atas  data  e-Faktur  yang  rusak  atau  hilang,  Pengusaha  Kena  

Pajak  dapat mengajukan permintaan data e-Faktur ke Direktorat 

Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak  tempat Pengusaha 
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Kena Pajak dikukuhkan dengan menyampaikan  surat  Permintaan  

data  e-Faktur  sebagaimana  diatur  dalam Lampiran PER-

16/PJ/2014  

c) Permintaan  data  e-Faktur  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  

terbatas pada  data  e-Faktur  yang  telah  diunggah  (upload)  ke  

Direktorat  Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan dari 

Direktorat Jenderal Pajak. Pasal  7  menyatakan  dalam  hal  terdapat  

pembatalan  transaksi  penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau 

penyerahan Jasa Kena Pajak yang e-Fakturnya telah dibuat,  

Pengusaha  Kena  Pajak  yang  membuat  e-Faktur  harus  melakukan 

pembatalan  e-Faktur  melalui  aplikasi  atau  sistem  elektronik  

yang  ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak.  

g. Tujuan dan Manfaat Penerapan e-Faktur  

DJP  memiliki  tujuan  tersendiri  hingga  akhirnya  meluncurkan  e-

Faktur. Dalam  PENG-01/PJ.02/2014  disebutkan  bahwa  e-Faktur  bertujuan  

untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi  PKP  dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan memanfaatkan teknologi, 

khususnya dalam  pembuatan  Faktur  Pajak.  Selain  itu  penerapan  e-Faktur  

juga bertujuan sebagai perbaikan  sistem  administrasi  PPN  yang  selama  ini 

masih menerapkan sistem manual dalam penerbitan Faktur Pajak oleh Wajib 

Pajak.  

Menurut  Sucipto  (2014:  6)  Manfaat  yang  dapat  diperoleh  DJP  

dengan adanya penerapan e-Faktur, yaitu:   
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1) Semakin memperbaiki sistem administrasi PPN.  

Dengan memanfaatkan  perkembagan  teknologi  dan menerapkan  e-

Faktur, sistem administrasi PPN dapat memudahkan DJP dalam 

menjalankan proses bisnisnya.  Data-data  terkait  PKP,  Faktur  Pajak,  

dan  PPN  yang  telah dipungut  dan  dilaporkan  dapat  diperoleh  dalam  

waktu  singkat  dan  dapat diandalkan.  

2) Dapat mengoptimalkan penerimaan perpajakan dari sektor PPN.  

e-Faktur diharapkan dapat  memberikan  kemudahan  kepada  

masyarakat sehingga  meningkatkan  kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  

melaksanakan kewajibannya  terkait  PPN.  Penerimaan  perpajakan  dari  

sektor  PPN  juga diharapkan mengalami  peningkatan  seiring  dengan  

peningkatan  kepatuhan Wajib Pajak.  

3) Meminimalkan  penyalahgunaan  Faktur  Pajak  oleh  pihak-pihak  yang  

tidak bertanggung jawab.  

4) Meningkatkan validitas Faktur Pajak.  

5) Sebagai  collecting  data  penyerahan  Barang  Kena  Pajak/Jasa  Kena  

Pajak melalui mekanisme PKP diwajibkan mengirimkan  seluruh data 

keterangan Faktur  Pajak  ke  dalam  sistem DJP  untuk mendapat  

persetujuan  dari DJP. Karena Faktur Pajak  yang belum mendapat 

persetujuan, bukan merupakan Faktur Pajak yang sah.  

6) Semua data transaksi PKP akan tersimpan dalam database di DJP 

sehingga lebih  mudah  bagi  DJP  dalam  mengawasi  penerbitan  Faktur  

Pajak  yang dilakukan oleh PKP.  
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7) Sebagai  sistem  deteksi  dini  kecurangan  pajak.  Apabila  ada  Faktur  

Pajak yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah  ditetapkan,  

akan  dapat dengan segera diidentifikasi oleh pihak DJP.   

Manfaat  yang  dapat  diperoleh Wajib  Pajak  dengan  adanya  

penerapan  e-Faktur, antara lain:   

1) Wajib  Pajak  tidak  diharuskan  untuk  mencetak  Faktur  Pajak  yang  

sudah dibuat  sehingga mengurangi  biaya  percetakan.  PKP melaporkan  

e-Faktur dengan cara mengunggah (upload) ke DJP dengan 

menggunakan  aplikasi atau  sistem  elektronik  yang  telah  ditentukan  

dan/atau disediakan dan memperoleh persetujuan  dari  DJP.  Pencetakan  

e-Faktur  dapat  dilakukan jika PKP memerlukan back-up dalam bentuk 

hardcopy.   

2) Tanda tangan basah digantikan  dengan  tanda  tangan  elektronik  

berbentuk QR Code.  

3) Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak,  yang  selama  ini  diajukan  secara 

langsung oleh PKP ke KPP tempatnya terdaftar, sekarang disediakan 

secara online  via  website  DJP.  Hal  ini  dapat  menghemat  waktu  

PKP  karena permintaan Nomor Seri Faktur Pajak tidak harus dilakukan 

di KPP dan PKP dapat memperoleh Nomor Seri secara real time.  

4) Aplikasi  e-Faktur  menyatu  dengan  aplikasi  e-SPT  sehingga  lebih 

memudahkan pelaporan SPT Masa PPN.  PKP  tidak  direpotkan  dengan 

adanya penambahan  aplikasi,  tetapi  aplikasi  e-Faktur  didesain  untuk 

terintegrasi di dalam aplikasi e-SPT PPN.  
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5) Wajib  Pajak  akan  semakin  yakin  bahwa  Faktur  Pajak  telah  sesuai  

dengan ketentuan  yang  berlaku.  Selama  ini,  penerbitan  Faktur  Pajak  

murni dilakukan  oleh  PKP sehingga  keabsahan  Faktur  Pajak  masih  

bisa dipertanyakan. Dengan adanya  e-Faktur,  keabsahan  Faktur  Pajak  

lebih terjamin  karena  harus  mendapat  persetujuan  terlebih  dahulu  

dari  DJP sebelum dapat diterbitkan.  

6) PKP  dapat  terhindar  dari  Faktur  Pajak  fiktif  milik  lawan  transaksi  

yang dapat merugikan perusahaannya. Jika PKP terlibat dalam  transaksi 

yang menggunakan Faktur Pajak fiktif, maka proses pemeriksaan 

dan/atau penyidikan dilakukan terhadap penerbit dan penerima faktur 

tersebut sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  

Dengan adanya e-Faktur, PKP memperoleh jaminan keamanan  

tersendiri bahwa Faktur Pajak yang  diperoleh  dari  lawan  transaksi  

merupakan  Faktur  Pajak  yang  sah karena telah mendapat persetujuan 

sebelumnya dari DJP.  

7) Semua  PKP  dapat menyimpan  Faktur  Pajak  yang  telah  diterbitkan  

dalam bentuk  softcopy  dalam  sebuah  media  penyimpanan  sehingga  

lebih  hemat tempat. Jika  seluruh  Faktur  Pajak  disimpan  dalam  

bentuk  hardcopy,  maka  PKP perlu meyediakan  tempat penyimpanan 

khusus agar Faktur Pajak tetap aman dan mudah  diperoleh  ketika  

diperlukan.  Hal  ini  tentu  saja  memerlukan  biaya tambahan bagi PKP 

untuk memastikan jaminan keamanan data Faktur Pajak yang disimpan.  
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4. Kepatuhan Wajib Pajak  

a. Wajib Pajak 

Kepatuhan Wajib Pajak (tax compliance) dapat diidentifikasi dari 

kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetor 

kembali Surat Pemberitahuan  (SPT),  kepatuhan  dalam  penghitungan  dan  

pembayaran  pajak terutang,  dan  kepatuhan  dalam  pembayaran  tunggakan.  

Isu  kepatuhan  menjadi penting  karena  ketidakpatuhan  secara  bersamaan  

akan  menimbulkan  upaya menghindari  pajak,  seperti  tax  evasion  dan  tax  

avoidance,  yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas 

Negara.  

Menurut UU No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan berbunyi: “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, 

meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang 

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan.”  

Dari pengertian wajib pajak tersebut dapat disimpulkan bahwa bukan 

hanya orang yang sudah memiliki NPWP saja dan wajib untuk membayar 

pajak, karena pengertian yang terkandung di dalam pasal di atas orang yang 

belum memiliki NPWP pun dapat dikategorikan sebagai Wajib Pajak apabila 

benar-benar sudah mempunyai hak dan kewajiban perpajakan. 

Subjek pajak adalah pihak – pihak (orang maupun badan) yang akan 

dikenakan pajak dan yang dimaksud dengan objek pajak adalah sesuatu yang 

dikenakan pajak atau dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak. 

Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah penghasilan Wajib Pajak yang menjadi 
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dasar untuk menghitung pajak penghasilan. PKP diatur dalam Pasal 6 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 

sebaagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 

tentang Pajak Penghasilan. 

Kewajiban pajak merupakan kewajiban publik yang bersifat pribadi, 

yang tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Wajib Pajak dapat menunjuk 

atau meminta bantuan atau memberi kuasa pada orang lain, akan tetapi 

kewajiban publik yang melekat pada dirinya, khususnya mengenai pajak-pajak 

langsung tetap ada padanya. Dia tetap bertanggungjawab walaupun orang lain 

dapat ikut dipertanggungjawabkan. 

Setiap Wajib Pajak memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi, 

antara lain adalah: 

1) Kewajiban mendaftarkan diri. 

2) Kewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha 

Kena Pajak (PKP). 

3) Kewajiban pembayaran, pemotongan/pemungutan, dan pelaporan pajak. 

4) Pelaporan 

5) Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan. 

6) Kewajiban dalam hal diperiksa 

b. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak 

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak 

dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak 

yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang 
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sesuai dengan peraturan. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara 

sukarela (voluntary of complience) merupakan tulang punggung dari self 

assesment system, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri 

kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam 

membayar dan melaporkan pajaknya.  

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2009:139), menyatakan bahwa kepatuhan 

Wajib Pajak dapat didefinisikan dari: Kewajiban Wajib Pajak dalam 

mendaftarkan diri, Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat 

Pemberitahuan (SPT) Pajak, Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran 

pajak terutang, Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. 

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan 

No.544/KMK.04/2000 dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu 

(2009:112), menyatakan bahwa: “Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib 

Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang 

berlaku dalam suatu negara”.  

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib 

Pajak adaalah tindakan dari Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban 

perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan 

melaksanakan haknya. Secara umum terdapat dua macam kepatuhan, yaitu 

kepatuhan formal dan kepatuhan material. 

c. Syarat Untuk Menjadi Wajib Pajak Patuh 

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 

tentang Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian 
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Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Wajib Pajak dengan kriteria 

tertentu disebut sebagai Wajib Pajak Patuh apabila memenuhi beberapa syarat 

sebagai berikut: 

1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak. 

2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali 

tunggakan pajak yang telah memperoleh izin menganggur atau menunda 

pembayaran pajak. 

3) Laporan keuangan harus diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga 

Pengawas Keuangan Pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa 

Pengecualian selama tiga tahun berturut-turut. 

4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang 

perpajakan berdasarkan keputusan pengauditan yang mempunyai 

kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir. 

Keuntungan yang diterima apabila menjadi Wajib Pajak patuh adalah 

mendapatkan pelayanan khusus dalam restitusi Pajak Penghasilan dan 

Pajak Pertambahan Nilai yaitu pengembalian pendahuluan kelebihan 

pajak tanpa harus dilakukan pemeriksaan kepada PKP. 

b. Indikator Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) 

Dengan sistemself assessment, indikator kepatuhan pajak adalah 

Pengusaha Kena Pajak bersedia melaporkan SPT dan melaporkan semua 

penghasilannya secara akurat.Dengan sistem itu pula diharapkan Pengusaha 

Kena Pajak dapat patuh secara sukarela (voluntary compliance level-

VCL).VCL sendiri adalah perbandingan antara pajak yang sesungguhnya 
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dilaporkan dengan pajak yang seharusnya dilaporkan. Dengan UU KUP, 

indikator. Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dapat dilihat dari: 

1) Aspek ketepatan waktu pelaporan SPT Wajib Pajak diwajibkan untuk 

mengisi dan menyampaikan SPT kepada KPP dengan batas waktu 

penyampaian untuk SPT Masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa 

pajak, sedangkan untuk SPT Tahunan paling lambat 3 bulan untuk 

Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan 4 bulan untuk Wajib Pajak 

Badan setelah akhir tahun pajak. Wajib Pajak akan dikenakan sanksi 

administrasi apabila terlambat atau tidak menyampaikan SPT. 

2) Aspek income yang dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas Negara melalui 

bank atau kantor pos dengan menggunakan kode ID billing yang 

didapat pada e-billing melalui sse.pajak.go.id. 

3) Tagihan pajak (STP/SKP) dibayar sebelum jatuh tempo. 

Tunggakan pajak merupakan pajak terutang yang belum dilunasi oleh 

Wajib Pajak setelah jatuh tempo tanggal pengenaan denda. 

Adapun perhitungan dalam pengukuran tingkat kepatuhan Pengusaha 

Kena Pajak 

 

Kepatuhan   = 
𝑃𝐾𝑃 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠𝑖 𝑒−𝑓𝑎𝑘𝑡𝑢𝑟

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝐾𝑃 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑔𝑢𝑛𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑒−𝑓𝑎𝑘𝑡𝑢𝑟
 x 100% 

 

Kepatuhan   = 
𝑆𝑃𝑇 𝑃𝑃𝑁 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝐾𝑃𝑃

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝐾𝑃 𝑥 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛 (12 𝐵𝑢𝑙𝑎𝑛)
 x 100% 
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5. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak 

a. Pengertian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) 

Pajak Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 

SE103/PJ/2011 tentang petunjuk teknis tata cara penerimaan dan pengelolahan 

Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disebut dengan SPT Tahunan 

adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak 

yang meliputi SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi 

(SPT 1770, SPT 1770 S, SPT 1770 SS), SPT Tahunan Pajak Penghasilan 

Wajib Pajak Badan (SPT 1771 dan SPT 1771/S) termasuk SPT Tahunan 

Pembetulan. 

Sedangkan menurut Mardiasmo (2011 : 29) SPT adalah “Surat yang 

oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau 

pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan 

kewajiban yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan”. 

Dari kedua pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa SPT 

Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan 

perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang, objek pajak dan atau 

bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban menurut peraturan perundang-

undangan. 

Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu Surat 

Pemberitahuan Masa (SPT Masa) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT 

Tahunan). Penyampaian SPT memiliki batas waktu pelaporan tertentu yang 

telah ditentukan dalam Undang-undang Perpajakan. Seperti yang tercantum 
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dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2009 dalam Pasal 3 (3) dijelaskan bahwa 

batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah: 

1) Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari 

setelah akhir Masa Pajak 

2) Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak 

Orang Pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak. 

3) Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak 

Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak. 

Apabila SPT tidak disampaikan oleh Wajib Pajak sesuai dengan batas 

waktu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perpajakan, maka kepada 

Wajib Pajak bersangkutan akan dikenakan penerbitan surat teguran pengenaan 

sanksi administrasi berupa denda uang. 

Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2009 yang 

tercantum dalam Pasal 3 (5a), dijelaskan bahwa Apabila Surat Pemberitahuan 

tidak disampaikan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diterbitkan Surat Teguran. 

Ketentuan sanksi untuk keterlambatan penyampaian SPT adalah 

berbeda untuk setiap jenis pajak. Adapun sanksi yang dikenakan tersebut yaitu: 

a. Keterlambatan penyampaian SPT Masa PPN sebesar Rp. 500.000,- 

b. Keterlambatan penyampaian SPT Masa lainnya sebesar Rp. 100.000,- 

c. Keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan 

sebesar Rp. 1.000.000,- 
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d. Keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang 

Pribadi sebesar Rp. 100.000  

Salah satu fungsi SPT bagi PKP adalah sebagai sarana untuk 

melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya 

terutang. Bagi pemotong atau pemungut pajak adalah sebagai sarana untuk 

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut 

dan disetorkannya.  

6. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan pada KPP Medan Polonia pernah dilakukan 

oleh peneliti sebelumnya, dengan tempat dan waktu penelitian yang berbeda, 

yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Nama Judul Hasil Penelitian 

Ary 

Kurniawan 

(2015) 

Penerapan e-Faktur 

Pajak Terhadap 

Pengusaha Kena Pajak 

di Kota Surabaya 

(Studi Pada Kantor 

Pelayanan Pajak 

Pratama Wonocolo 

Surabaya) 

Hasil penelitian menunjukan bahwa 

Penerapan E-faktur terhadap Pengusaha 

Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Wonocolo Surabaya secara  

keseluruhan sudah cukup baik meskipun 

masih ada beberapa kekurangan 

menyangkut Political Environtment, 

egovernment,  Leadership, Stakeholder, 

serta adanya upgrade yang dapat 

mengganggu kenyaman pelanggan. 

Rika (2016) Pengaruh Penerapan 

eFaktur dan e-SPT PPN 

Terhadap Tingkat 

Kepatuhan Wajib Pajak 

(Studi Kasus Pada 

Kantor Pelayanan 

Pajak Madya Medan) 

Hasil analisis menunjukkan bahwa   

Penerapan e-Faktur tidak mempengaruhi 

tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam 

pelaporan SPT Masa PPN pada KPP 

Madya Medan 

Kevin Lintang Analisis Penerapan E- Hasil penelitian menunjukkan tingkat 
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(2017) Faktur Pajak Dalam 

Upaya Meningkatkan 

Kepatuhan 

Pengusaha Kena Pajak 

Untuk Pelaporan SPT 

Masa PPN 

Pada KPP Pratama 

Manado 

kepatuhan pengusaha kena pajak 

pengguna e-faktur pada 6 bulan pertama 

sejak penerapan e-faktur yakni sebesar 

74,62%. Hal ini menunjukkan bahwa 

penerapan e-faktur masih tergolong 

kurang efektif dalam hal meningkatkan 

kepatuhan pengusaha kena pajak 

pembuat faktur yang terdaftar pada KPP 

Pratama Manado. 

Nur Wahyuning 

Sulistyowati 

(2017) 

Analisis Efektivitas 

Dan Efisiensi 

Penerapan E-Faktur 

PPN Guna 

Meningkatkan 

Kepatuhan Pengusaha 

Kena Pajak (Studi pada 

PKP Terdaftar di KPP 

Pratama Madiun) 

Hasil analisis menunjukkan bahwa 

dengan diterapkannya E Faktur bertujuan 

untuk dapat memaksimalkan penerimaan 

pajak, dimana faktur pajak yang dibuat 

melalui aplikasi atau sistem elektronik 

yang ditentukan dan/atau disediakan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak guna untuk 

meminimalisirkan kecurangan yang 

dilakukan oleh wajib pajak, seperti 

halnya wajib pajak non-Pengusaha Kena 

Pajak (PKP) yang menerbitkan faktur 

pajak padahal tidak berhak menerbitkan 

faktur pajak, faktur pajak yang terlambat 

diterbitkan, faktur pajak fiktif, atau faktur 

pajak ganda serta beban administrasi 

yang begitu besar bagi pihak DJP 

maupun bagi PKP 

Prahaji, Maulana 

(2015) 

Analisis Penerapan 

Elektronik Nomor 

Faktur Sebagai Upaya 

Untuk Mencegah 

Penerbitan Faktur 

Pajak  Fiktif (Suatu 

Studi Pada KPP Wajib 

Pajak  Besar Tiga) 

Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem 

e-nofa menunjukkan hasil  yang  

signifikan  dalam  mencegah  

penggunaan  maupun  penerbitan  faktur 

pajak  fiktif  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  

Wajib  Pajak  Besar  Tiga,  sedangkan 

hambatan dari penerapan program  ini 

adalah ketergantungan  sistem dan 

koneksi jaringan  internet, Wajib  Pajak  

yang  masih  harus  datang  ke  Kantor  

Pelayanan Pajak, dan tingkat pemahaman 

serta kelalaian Wajib Pajak 
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B. Kerangka Berpikir 

Pengusaha Kena Pajak yang patuh melaksanakan kewajibannya yaitu 

membayarkan pajaknya kepada Negara. Maka dari itu, Dirjen Pajak selalu 

berupaya mengoptimalkan pelayanannya supaya Wajib Pajak atau Pengusaha 

Kena Pajak tidak enggan melaksanakan kewajibannya. 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tergolong sebagai pajak objektif, 

dipandang sangat  terkait erat dengan dunia usaha karena melingkupi “Pengusaha 

Kena  Pajak”  yang  dijelaskan  dalam  Undang-Undang  PPN  sebagai  pengusaha 

yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak. Para 

Pengusaha Kena Pajak yang diberi kepercayaan untuk memungut PPN, 

menghitung PPN  terutang, serta melaporkannya kepada Kantor Pelayanan Pajak, 

rupanya  belum  semua  mematuhi  kewajibannya.   

Salah satu cara mengoptimalkan pelayanan tersebut adalah dengan 

memperbarui atau menyempurnakan sistem administrasi perpajakan atau biasa 

dikenal dengan istilah sistem administrasi perpajakan modern yang dilakukan 

melalui reformasi administrasi perpajakan yang diharapkan dapat memberikan 

efesiensi, efektivitas serta kenyamanan dalam pelayanannya kepada Wajib Pajak 

untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Faktur pajak elektronik (e-Faktur) adalah salah satu dari perbaikan sistem 

administrasi modern untuk Wajib Pajak oleh Dirjen Pajak yang dapat berfungsi 

untuk mengurangi penyalahgunaan faktur pajak yang tidak sesuai dengan 

transaksi, mengurangi faktur pajak ganda, mengurangi penerbitan faktur pajak 

untuk WP non PKP, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Pengusaha Kena 

Pajak. 
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E- Faktur 

 

Penerimaan PPN 

 

Pengusaha Kena Pajak 

(PKP) 

 

Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) 

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2009:139), menyatakan bahwa kepatuhan 

Wajib Pajak dapat didefinisikan dari: Kewajiban Wajib Pajak dalam 

mendaftarkan diri, Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan 

(SPT) Pajak, Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, 

Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Dengan meningkatnya kepatuhan pajak 

akan berdampak dengan meningkatnya penerimaan pajak  

Adapun yang menjadi kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  
     

 

 

     

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

 

 

Kepatuhan Pajak 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian yang penulis lakukan pada penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif 

yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari 

KPP berupa data-data jumlah PKP Terdaftar, PKP Yang Bayar Faktur, Pajak 

Jumlah pengguna e Faktur sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas 

untuk penulis menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada. 

Menurut Sugiyono (2014 : 53) pendekatan deskriptif adalah:“Penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel 

mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan 

atau menghubungkan dengan variabel lain (variabel mandiri adalah variabel yang 

berdiri sendiri). 

B. Definisi Variabel Penelitian 

Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. E-Faktur berupa dokumen elektronik Faktur Pajak yang merupakan hasil 

keluaran dari aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau  

disediakan  oleh  DJP. 

2. Wajib Pajak PPN adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar 

pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan 

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

44 
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undangan perpajakan, dimana pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam 

negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi 

jasa 

3. Kepatuhan Wajib adalah Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, 

Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak, 

Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, Kepatuhan 

dalam pembayaran tunggakan. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat penelitian 

Tempat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Medan Polonia, yang beralamat dijalan Sukamulia No. 17 

AUR Medan Maimun 

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian direncanakan Pada bulan November 2018 sampai dengan 

April 2019 dengan rincian waktu sebagai berikut: 

 

Tabel  3.2 

Rincian Waktu Penelitian 

 

No Kegiatan Nov Des Jan Feb Mar Apr 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Pengajuan judul                         

2 Pra Riset                         

3 Penyusunan Proposal                         

4 Seminar Proposal                         

5 Riset                         

6 Penulisan Skripsi                         

7 Bimbingan Skripsi                         

8 Sidang Meja Hijau                         
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D. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis Data yang digunakan adalah data kuantitatif yaitu data yang 

dihitung berupa data yang diterima dari KPP berupa data-data jumlah PKP 

Terdaftar, PKP Yang Bayar Faktur, Pajak Jumlah pengguna e Faktur Medan 

Polonia 

2. Sumber Data 

Sumber data menggunakan data primer dan data skunder yaitu: 

a. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pegawai di 

KPP Medan Polonia. Cara pengumpulan data ini diperoleh dari wawancara 

langsung di tempat penelitian mengenai penerapan E-Faktur. 

b. Data Sekunder 

Dalam penelitian ini terdapat sumber data skunder. Data sekunder yaitu 

data yang diperoleh secara langsung dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Medan Polonia berupa KPP berupa data-data jumlah PKP Terdaftar, PKP 

Yang Bayar Faktur, Pajak Jumlah pengguna e Faktur Medan Polonia 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah dokumentasi adalah pengumpulan data dengan melakukan mengadakan 

pencatatan yang bersumber dari arsip, dokumen, faktur, dan laporan penerimaan 

dari PPN yang dilakukan dengan e-faktur pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Medan Polonia selama Tahun 2013 sampai tahun 2017 yang diperlukan oleh 

peneliti..  
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F. Teknik Analisis Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif 

kuantitatif dimana hanya terbatas pada perhitungan persentase yang selanjutnya 

menggunakan pemikiran logis untuk menggambarkan, menjelaskan dan 

menguraikan secara mendalam tentang keadaan yang sebenarnya, kemudian 

ditarik suatu kesimpulan sehingga dapat diperoleh suatu penyelesaian atas 

permasalahan yang ada. 

Analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk 

menghitung tingkat efektifitas berdasarkan data dan hasil penelitian yang 

didasarkan antara lain: 

1) Mengumpulkan data dan informasi tentang kepatuhan PPN dengan 

menggunakan e-faktur berdasarkan dari hasil wawancara dan dokumentasi 

2) Dari segi Pengusaha Kena Pajak yang telah melakukan pengaktivasian e-

Faktur pada KPP Pratama Medan Polonia, maka perhitungannya sebagai 

berikut: 

Kepatuhan   = 
𝑃𝐾𝑃 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠𝑖 𝑒−𝑓𝑎𝑘𝑡𝑢𝑟

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝐾𝑃 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑔𝑢𝑛𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑒−𝑓𝑎𝑘𝑡𝑢𝑟
 x 100% 

3) Dari segi Pengusaha Kena Pajak yang telah melaksanakan kewajibannya 

dalam melaporkan SPT Masa PPN setelah penggunaan e-faktur pada KPP 

Pratama Medan Polonia menggunakan rumus sebagai berikut: 

Kepatuhan   = 
𝑆𝑃𝑇 𝑃𝑃𝑁 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝐾𝑃𝑃

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝐾𝑃 𝑥 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛 (12 𝐵𝑢𝑙𝑎𝑛)
 x 100% 

4) Menganalisis kepatuhan PPN dengan menggunakan e faktur lalu 

dibandingan dengan teori. 

5) Menarik kesimpulan 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  

A. Hasil Penelitian  

1. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia 

Sejarah Singkat Berdirinya KPP Pratama Medan Polonia Kantor 

Pelayanan Pajak dimulai pada masa penjajahan Belanda, Kantor Pelayanan 

Pajak pada masa itu bernama Belasting, yang kemudian setelah kemerdekaan 

berubah nama menjadi Kantor Inspeksi Keuangan. Kemudian berubah lagi 

menjadi Kantor Inspeksi Pajak dengan induk organisasinya Direktorat Jenderal 

Pajak Keuangan Republik Indonesia. Pada tahun 1978 Kantor Inspeksi Pajak 

Medan Selatan dipecah menjadi dua Yaitu Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan 

dan Kantor Inspeksi Pajak Kisaran. Untuk memudahkan pelayanan pembayaran 

pajak dari masyarakat, dan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat, 

maka didirikanlah Kantor Inspeksi Medan Polonia.  

Dalam meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat di dalam 

pelayanan pembayaran pajak, maka berdasarkan pada Keputusan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia No. 267/KMK.01/1989, diadakanlah perubahan 

secara menyeluruh pada Direktorat Jenderal Pajak yang mencakup reorganisasi 

Kantor Inspeksi Pajak yang diganti nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak, 

sekaligus dibentuknya Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. 

Berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

No.758/KMK.01/1993 tertanggal 3 Agustus 1993, maka pada tanggal 1 April 

1994 didirikanlah Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota. 

48 
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2. Deskripsi Data 

a. Proses Pembuatan E-Faktur Pajak 

Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha 

Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau 

penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), atau bukti pungutan pajak karena impor 

Barang Kena Pajak (BKP) yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai (DJBC). Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib membuat faktur pajak, 

karena faktur pajak adalah bukti yang menjadi sarana pelaksanaan cara kerja 

(mekanisme) pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

Faktur pajak memiliki 4 (empat) macam jenis, yaitu faktur pajak standar, 

dokumen tertentu sebagai faktur pajak standar, Faktur Pajak Sederhana, dan 

faktur pajak gabungan. Namun keempat jenis faktur tersebut sudah tidak berlaku 

sejak diterbitkannya Peraturan DJP Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara 

Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak berbentuk Elektronik. Dimana 

peraturan tersebut mewajibkan PKP untuk membuat Faktur Pajak berbentuk 

elektronik. Faktur Pajak berbentuk Elektronik yang selanjutnya disebut e-Faktur 

adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang 

ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Melihat 

fungsinya, sebagai pengurang jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang 

seharusnya disetor oleh Penjual BKP dan/atau JKP, Faktur Pajak banyak 

disalahgunakan, diantaranya penerbitan Faktur Pajak oleh Wajib Pajak non PKP 

yang tidak berhak menerbitkan, Faktur pajak fiktif, Faktur pajak ganda, dan 

sebagainya. 
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Dimana langkah-langkah dalam pembuatan e-Faktur adalah sebagai 

berikut : 

a. Mengajukan permohonan Sertifikat Elektronik dengan menyertakan 

Formulir Pengajuan, setelah itu dilakukan verifikasi kelengkapan data 

sebelum disetujui oleh DJP 

b. Hasil dari pengajuan Sertifikat Elektronik menghasilkan Username dan 

Password yang digunakan untuk mengajukan Nomor Seri Faktur Pajak 

(NSFP) 

c. Username dan Password yang telah didapat digunakan untuk login ke 

aplikasi e-Faktur 

d. Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan Perekaman Faktur Pajak yang 

nantinya menghasilkan NSFP yang dapat dicetak oleh PKP 

e. Berdasarkan NSFP yang telah didapat, PKP melakukan validasi NSFP 

kepada KPP setempat untuk diketahuai keabsahannya. 

Dasar hukum dalam penerapan aplikasi e-Faktur yaitu PER-16/PJ/2014 

tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak berbentuk Elektronik 

dan KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang 

Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. Pengusaha Kena 

Pajak yang diwajibkan membuat e-Faktur adalah Pengusaha Kena Pajak yang 

telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.  

Faktur pajak yang sudah dibuat oleh PKP wajib dilaporkan melalui SPT 

masa PPN selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya. Salah satu hak 

perpajakan bagi PKP yaitu dapat mengkreditkan faktur pajak masukan sehingga 

dalam perhitungan serta pengisian SPT PPN, PKP wajib mencantumkan daftar 
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faktur pajak masukan dan faktur pajak keluaran. Rumitnya perhitungan PPN 

tersebut mengakibatkan tidak semua wajib pajak dapat mengisi SPT PPN 

dengan benar sehingga harus melakukan pembetulan. 

Dengan adanya penerapan aplikasi e-Faktur ini dapat mengurangi 

bahkan mencegah adanya Faktur Pajak Fiktif hingga mencegah terjadinya 

pembetulan SPT PPN. Tanda tangan basah yang digantikan dengan kode QR, 

mengakibatkan tidak setiap orang bisa membuat FP. Kode QR yang terdapat 

pada FP harus melalui pendaftaran sertifikat elektronik yang sah agar dapat 

menginstal aplikasi e-Faktur. Selain itu, pengawasan dapat dilakukan oleh DJP 

dengan mudah, karena setiap FP yang akan diberikan kepada lawan transaksi 

harus terlebih dulu diupload, sehingga setiap FP masukan dan FP keluaran akan 

terlapor secara otomatis ke dalam program DJP sebelum pelaporan SPT PPN. 

Dengan demikian dapat ditemukan dengan mudah, jika ada FP fiktif ataupun FP 

yang tidak dilapor oleh salah satu lawan transaksi. 

Berikut penulis sajikan data jumlah Pengusaha Kena Pajak yang telah 

menerapkan e-Faktur: 

Tabel 4.1 

Efektivitas PKP 

2013 sampai tahun 2017 

Sumber: KPP Pratama Medan Polonia 

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa tidak semua PKP yang 

menggunakan e-faktur, hal ini dikarenakan penerapan e-faktur mulai berlaku di 

Tahun 
PKP Pembuat 

E-Faktur Pajak 

 

PKP Yang Kembali E-

Faktur 

 

Efektivitas 

2013 810 - - 

2014 791 - - 

2015 854 - - 

2016 870 814 93,6% 

2017 910 895 98,4% 
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juli 2016. Dapat terlihat untuk jumlah PKP yang menggunakan e-faktur untuk 

tahun 2017 mengalami peningkatan, dimana meningkatnya jumlah PKP tersebut 

dikarenakan Direktorat pajak sudah menerapkan system dalam pembayaran 

pajak PPN dengan menggunakan E-Faktur. Walaupun tingkat e-faktur yang 

kembali mengalami peningkatan tetapi belum mampu menyeimbangi dengan 

PKP Pembuat E-Faktur terbuti dengan E faktur yang kembali masih berada 

dibawah dari jumlah e faktur yang membuat. 

Adapun data pengusaha kena pajak yang tedaftar dan yang bayar di 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Tingkat Kepatuhan PKP Sebelum dan Sesudah Penerapan E Faktur 

2013 sampai tahun 2017 

Sumber: KPP Pratama Medan Polonia 

Pada tabel diatas menunjukkan tingkat kepatuhan seluruh pengusaha 

kena pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia dalam hal pelaporan 

SPT Masa PPN sebelum penerapan aplikasi e-faktur yaitu  tahun 2013 sampai 

tahun 2017 masih mengalami penurunan untuk setiap tahunnya. Tahun 2013, 

tingkat  kepatuhan  pelaporan  SPT  Masa  PPN  oleh  PKP  adalah  76,23%%.  

Di  tahun  2014,  tingkat  kepatuhan  pengusaha  kena  pajak  dalam melaporkan  

SPT Masa  PPN mengalami  peningkatan  menjadi  79,02%,  pada tahun 2015 

tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak juga mengalami penurunan menjadi 

Tahun 

Jumlah 

SPT 

Diterima 

Jumlah PKP 

Terdaftar 

Jumlah SPT 

yang Seharusnya 

(Jml PKP x 12 

Bulan)  

 

Tingkat 

Kepatuhan 

2013 18.597 2.033 24.396 76,23% 

2014 20.824 2.196 26.352 79,02% 

2015 21.986 2.538 30.456 72,19% 

2016 21.009 2.837 34.044 61,71% 

2017 21.724 3.034 36.608 59,67% 
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72,19%, begitu juga untuk tahun 2016 dan tahun 2017 tingkat kepatuhan 

pengusaha kena pajak juga mengalami penurunan menjadi 61,71% dan 59,67%. 

Dengan menurunnya jumlah wajib pajak PKP yang bayar menunjukkan 

bahwa sebagian wajib pajak tidak patuh dalam melakukan pemabayaran pajak 

yang dibebankan kepadanya. Dengan rendah nya wajib pajak PKP yang bayar, 

direktorat pajak perlu melakukan strategi guna untuk dapat meningkatkan 

penerimaan pajak, salah satunya dengan menggunakan penerapan E-Faktur 

kepada pengusaha kena pajak. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Medan Polonia, cara awal dalam mensosialisasikan kebijakan 

penggunaan e-faktur adalah dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada 

seluruh Wajib Pajak yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak. Kemudian 

melakukan demonstrasi cara pembuatan e-Faktur dengan cara membuka kelas 

pajak di Kantor Pelayanan Pajak itu sendiri. Dalam hal ini, tidak semua PKP 

yang mengikuti kelas pajak tersebut. Hanya yang merasa perlu, lalu PKP 

tersebut datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk mengikuti sosialisasi 

penggunaan e-Faktur. Sebab, e-Faktur tidak bisa disosialisasikan hanya secara 

tertulis tetapi dengan cara praktik dan latihan langsung dikarenakan e-Faktur 

adalah sebuah sistem yang diinstall dalam komputer. 

Dalam pelaksanaannya, sebagaimana telah ditetapkan dalam KEP-

136/PJ/2014 tentang penetapan PKP yang diwajibkan membuat Faktur Pajak 

elektronik pada Ketetapan Pertama, bahwa Pengusaha Kena Pajak yang 

tercantum dalam Lampiran I mulai menerapkan e-Faktur pada 1 Juli 2016. 

Dalam hal ini, Pengusaha Kena Pajak tersebut adalah yang telah dikukuhkan di 
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Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

Pajak Wajib Pajak Besar. 

Sedangkan bila dilihat dari Penerimaan jumlah Pajak Pertambahan Nilai 

sebelum dan sesudah adanya e-Faktur, penerimaan pajak mengalami 

peningkatan, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.3 

Penerimaan Pajak PPN dengan E-Faktur  

2013 sampai tahun 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : data diolah 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa, tingkat kepatuhan wajib pajak 

dalam melakukan pembayaran atas pajak yang diberikan jumlah penerimaan 

pajak untuk tahun 2013 sampai tahun 2016 mengalami peningkatan, tetapi 

ditahun 2017 jumlah penerimaan pajak PPN mengalami penurunan, hal ini 

menunjukkan bahwa walaupun jumlah pajak yang patuh menurun, walaupun 

sudah menggunakan e-faktur yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Polonia 

belum cukup baik, terbukti dengan jumlah penerimaan pajak PPN yang 

mengalami penurunan. 

Adapun kelebihan dari penggunaan e-faktur ini terlihat dari beberapa 

cara yang lebih mudah dalam melakukan pelaporan diantaranya : 

 

 

Tahun 
PKP 

Terdaftar 

 

PKP 

Pembuat E-

Faktur 

Pajak 

 

PKP Yang 

Kembali E-

Faktur 

 

Penerimaan PPN 

2013 2.033 810 - Rp. 321.401.721.232 

2014 2.196 791 - Rp. 349.802.202.778 

2015 2.538 854 - Rp. 539.060.643.664 

2016 2.837 870 814 Rp. 691.543.983.106 

2017 3.034 910 895 Rp. 511.770.770.936 
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a. Faktor pendukung (keuntungan) 

1) Bagi PKP penjual, Tanda tangan basah digantikan dengan tanda tangan 

elektronik. Dalam hal ini, e-Faktur tidak perlu ditandatangani secara 

manual. 

2) E-Faktur tidak diharuskan untuk dicetak, sehingga mengurangi biaya 

kertas, biaya cetak, dan biaya penyimpanan. Hal ini merupakan salah 

satu yang melatar belakangi diluncurkannya e-Faktur. Untuk 

mengurangi beban administrasi. 

3) Aplikasi e-Faktur merupakan satu kesatuan dengan aplikasi e-SPT, 

sehingga lebih memudahkan PKP dalam melaporkan SPT Masa PPN. 

Sistem e-Faktur yang langsung terkoneksi ke e-SPT Masa PPN, selain 

mempermudah Wajib Pajak yang tidak perlu lagi meng-input satu 

persatu transaksi ke SPT tersebut, hal inilah yang diharapkan Direktur 

Jenderal Pajak agar bisa menghindari adanya pembuatan Faktur Pajak 

fiktif.Bagi PKP pembeli, dapat terlindungi dari penyalahgunaan Faktur 

Pajak yang tidak sah, karena dilengkapi pengamanan dengan QR code. 

4) Manfaat bagi aspek lingkungan, dapat mengurangi penebangan pohon, 

yang merupakan bahan pembuat kertas. 

5) Manfaat bagi aspek Pemerintah, memudahkan dalam pengawasan 

adanya penggunaan Faktur Pajak fiktif. 

6) Mempermudah proses validasi Pajak Keluaran-Pajak Masukan 

(PKPM). 

7) Mempercepat proses pemeriksaan, pelaporan, dan pemberian nomor 

seri Faktur Pajak. 
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Penerapan e-Faktur yang dilakukan oleh DJP dilatarbelakangi karena 

maraknya penyalahgunaan Faktur Pajak serta tingginya biaya kepatuhan dan 

beban pengawasan administrasi perpajakan. jika dikaitkan dengan masalah yang 

ada di KPP Pratama Medan Polonia yaitu banyaknya pembetulan SPT PPN 

yang terjadi, kasus ini merupakan salah satu biaya kepatuhan yang harus 

dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam administrasi perpajakannya karena untuk 

SPT PPN pembetulan kurang bayar dikenai denda sebesar 2% dari kurang bayar 

yang timbul dari adanya pembetulan SPT PPN. Dimana penyebab dilakukannya 

pembetulan SPT PPN oleh KPP Pratama Medan Polonia diantarannya dapat 

dikurangi atau bahkan dicegah dengan aplikasi e-Faktur. Namun terdapat 2 

(dua) penyebab terjadinya pembetulan SPT PPN yang tidak dapat diatasi dengan 

aplikasi e-Faktur, yaitu : 

1) Adanya Omzet Tambahan yang Belum Dilaporkan 

Pembetulan SPT PPN yang terjadi karena adanya omzet tambahan yang 

belum dilapor tidak dapat dicegah dengna aplikasi e-Faktur karena dalam 

hal ini tidak ada dokumen yang dapat digunakan sebagai perhitungan 

otomatis dari omzet tersebut seperti Faktur Pajak. Hal ini bergantung pada 

kehati-hatian dalam menghitung omzet yang tidak direkam dalam Faktur 

Pajak Keluaran.  

2) Adanya Kesalahan Pengisian SPT PPN oleh Wajib Pajak 

Adanya kesalahan pengisian SPT PPN merupakan hal yang tidak dapat 

dicegah dengan aplikasi e-Faktur. Hal ini bergantung pada KPP Pratama 

Medan Polonia dalam memberikan arahan mengenai cara pengisian SPT 

PPN yang benar kepada wajib pajak. 
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B. Pembahasan 

1. Penerapan e-faktur dalam rangka meningkatkan kepatuhan PKP untuk 

pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

Dalam  hal  pelaporan  Surat  Pemberitahuan  (SPT) Masa  Pajak  

Pertambahan  Nilai  (PPN),  penerapan aplikasi e-faktur cukup berperan besar 

dalam meningkatkan kepatuhan dari pengusaha kena  pajak yang  terdaftar di KPP 

Pratama Medan Polonia. Hal ini terlihat dari hasil penelitian yang ada 

menunjukkan bahwa terjadi  peningkatan persentase dalam  hal pelaporan SPT 

Masa PPN dibandingkan dengan pelaporan SPT Masa PPN  sebelum penerapan e-

faktur, namun menurut angka yang didapatkan tingkat kepatuhan pelaporan SPT 

Masa PPN  oleh pengusaha kena pajak pada KPP Pratama Polonia masih 

dikategorikan belum maksimal.  

Menurunnya jumlah pajak yang bayar terjadi dikarenakan beberapa hal 

diantaranya karena kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan 

pembayaran pajak, selain itu juga karena adanya kecurangan yang dilakukan oleh  

(PKP) yang menerbitkan faktur pajak padahal tidak berhak menerbitkan faktur 

pajak, faktur pajak yang terlambat diterbitkan, faktur pajak fiktif, atau faktur pajak 

ganda serta beban administrasi yang begitu besar bagi pihak DJP maupun bagi 

PKP. 

Adapun Langkah-Langkah Penerapan Sistem Elektronik Faktur yang perlu 

dilakukan oleh KPP Pratama Medan Polonia adalah : 

a. Persiapan Dari Sisi Regulasi dan Proses Bisnis oleh DJP Pusat 

Tahapan pertama yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan 

membuat persiapan dari sisi regulasi. DJP menyiapkan regulasi dan proses 
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bisnis mengenai sistem e-faktur ini agar pihak-pihak yang nantinya terlibat 

dalam penerapan sistem e-faktur ini terdapat peraturan yang jelas dan 

tahapan-tahapan yang jelas agar dapat menerapkan sistem e-faktur ini. 

Permintaan nomor seri faktur pajak secara elektronik ini tentunya tidak 

serta merta Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat meminta langsung nomor 

seri faktur pajak tersebut, terdapat tahapan-tahapan yang harus dilakukan. 

Tahapan-tahapan permintaan nomor seri faktur pajak tersebut tentunya 

terdapat pada regulasi yang sudah dibuat oleh DJP. 

b. Membangun Sistem Informasi dan Aplikasi Penerapan e-faktur ini 

membutuhkan sistem informasi dan aplikasi yang mendukung agar 

penerapan e-faktur tersebut dapat berjalan. Sistem informasi yang dibuat 

oleh DJP dalam penerapan e-faktur ini termasuk ke dalam sistem 

terintegrasi IT DJP (SIDJP) karena pengawasan e-faktur nantinya 

dilakukan melalui sistem terintegrasi IT DJP (SIDJP) tersebut.  

DJP dan KPP Pratama Medan Polonia juga mempersiapkan dari sisi 

aplikasi sebelum diterapkannya e-faktur tersebut agar penerapan e-faktur 

tersebut dapat mencapai tujuan yang diinginkan, salah satunya adalah 

sebagai upaya mencegah penerbitan faktur pajak fiktif. DJP menyiapkan 

seluruh infrastruktur yang dibutuhkan dalam penerapan e-faktur tersebut 

termasuk menyiapkan sistem untuk enofa tersebut, karena e-faktur 

merupakan salah satu aplikasi pengolah data elektronik sehingga 

menghasilkan output yakni Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP). 
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c. Sosialisasi dan Pelatihan Sistem E-Faktur 

Sosialisasi penting dilakukan sebelum penerapan e-faktur ini untuk 

memberikan pengarahan dan pemahaman kepada para petugas yang 

menangani e-faktur dan tentunya kepada para Pengusaha Kena Pajak yang 

nantinya wajib menerapkan e-faktur ini agar Pengusaha Kena Pajak tidak 

takut salah dalam menggunakan sistem e-faktur tersebut. Sosialisasi 

dilakukan juga agar penerapan e-faktur ini diharapkan dapat berjalan 

dengan lancar nantinya. Sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan oleh KPP 

Pratama Medan Polonia dilakukan kepada pihak-pihak yang terlibat 

langsung dalam penerapan e-faktur tersebut, yakni petugas KPP Pratama 

Medan Polonia dan PKP yang nantinya akan menerapkan sistem e-nofa 

tersebut. Sosialiasi dilakukan oleh DJP dan KPP melalui sosialisasi 

langsung yang dilakukan di KPP Pratama Medan Polonia maupun secara 

tidak langsung melalui radio, banner dan iklan di televisi. 

d. Pengawasan Sistem E-Faktur Yang Telah Berjalan 

Pihak KPP Pratama Medan Polonia maupun pihak DJP terus mengawasi 

dalam pelaksanaan sistem e-faktur. Pengawasan tersebut dilakukan baik 

dari sisi aplikasi maupun dari sisi penomoran faktur pajak secara 

elektronik tersebut, hal ini dilakukan untuk membuat WP merasa nyaman 

dan aman dalam menggunakan sistem e-faktur tersebut dan juga agar 

penerapan e-faktur tersebut dapat mencapai tujuan yang diinginkan. 

Pengawasan dilakukan oleh pihak KPP, jika ada keluhan atau masalah, 

KPP menyampaikannya kepada DJP. Pengawasan yang dilakukan oleh 

KPP Pratama Medan Polonia dilakukan untuk mengawasi penerapan e-
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faktur tersebut apakah penerapan e-faktur sudah berjalan dengan baik atau 

masih terdapat kekurangan atau kendala-kendala yang dihadapi oleh 

pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penerapan e-faktur tersebut, jika 

masih terdapat kendala atau kekurangan dari e-faktur tersebut data dari 

pengawasan tersebut dijadikan sebagai bahan untuk evaluasi DJP dan KPP 

Pratama Medan Polonia untuk penerapan e-faktur tersebut. Pengawasan 

yang dilakukan terhadap e-faktur yang telah berjalan juga berguna untuk 

mengetahui apakah e-faktur tersebut sudah dapat mencapai tujuan 

utamanya yakni untuk penertiban administrasi WP terutama dalam hal 

penerbitan faktur pajak yang dilakukan oleh PKP sebagai upaya mencegah 

penerbitan faktur pajak fiktif, jika dari data pengawasan masih ada celah 

untuk penyalahgunaan di bidang PPN, maka data tersebut diperlukan 

untuk tindak lanjut dari e-faktur agar dapat menutupi celah-celah yang 

masih ada. 

e. Evaluasi Penerapan Sistem E-Faktur 

Evaluasi atas penerapan e-faktur dilakukan oleh KPP Pratama Medan 

Polonia dan DJP baik dari sisi aplikasi, pelayanan maupun administrasi, 

hal ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan, kenyamanan dan 

kemudahan bagi WP serta demi tercapainya tujuan diterapkannya e-nofa 

itu sendiri. Evaluasi yang dihasilkan dalam penerapan e-nofa sebagai 

masukan untuk KPP Pratama Medan Polonia dan DJP dalam hal perbaikan 

administrasi PPN dan peningkatan pelayanan. Perbaikan administrasi PPN 

dan peningkatan layanan berguna untuk mengoptimalkan penerimaan 

PPN. Evaluasi yang dilakukan oleh DJP dan KPP Pratama Medan Polonia 
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difokuskan kepada perbaikan administrasi PPN dan peningkatan 

pelayanan. Jika DJP dan KPP Pratama Medan Polonia  menemukan 

kendala dari sistem yang diterapkan termasuk e-faktur tersebut, mereka 

langsung menindaklanjuti nya dan memberikan solusi. DJP dan KPP 

Pratama Medan Polonia terus melakukan evaluasi atas setiap sistem atau 

kebijakan yang diterapkan oleh DJP sebagai upaya perbaikan administrasi 

PPN. DJP berusaha menutupi celah tersebut jika dirasa masih ada celah 

untuk pihak yang melakukan penyalahgunaan peraturan perpajakan agar 

bisa diatasi dan membuat seminim mungkin kerugian yang ditimbulkan 

oleh celah.  

Adapun penghambat dari penggunaan e-faktur pada KPP Pratama Medan 

Polonia terlihat dari : 

a. Kendala yang perlu menjadi perhatian Direktur Jenderal Pajak adalah 

mengenai sistem aplikasi e-Faktur sendiri. Dimana e-Faktur merupakan 

sebuah sistem yang menggunakan bahasa pemograman, tentu tidak sama 

dengan bahasa yang digunakan oleh Undangundang. Sehingga dalam 

pelaksanaannya ada kemungkinan terjadi ketidaksesuaian antara 

penerapan aturan dengan pelaksanaan sistem itu sendiri. 

b. Pengusaha Kena Pajak (PKP) memerlukan waktu yang lebih lama dalam 

membuat Faktur Pajak karena jika terjadi perubahan harga maka daftar 

harga per unit harus selalu diperbarui. Ini yang membuat pembuatan 

Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur) menjadi lebih lama dibandingkan 

dengan pembuatan Faktur Pajak secara manual. 
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c. Harus terkoneksi internet saat meng-upload. Namun pada fakta yang 

terjadi dilapangan, tidak semua PKP memiliki koneksi internet di tempat 

operasionalnya. Untuk itu setiap PKP dituntut untuk menyediakan sarana 

internet. Selain itu, kecepatan intenet juga berpangaruh terhadap kerja 

aplikasi e-Faktur tersebut sehingga banyak komplain dari klien mengenai 

lamanya proses approve ketika meng-upload Faktur Pajak. 

d. Aplikasi e-Faktur rentan terhadap virus. Mengingat aplikasi ini harus 

selalu terkoneksi ke internet maka dengan mudah virus-virus akan masuk 

ke komputer dan merusak sistem komputer maupun aplikasi lain. 

Adapun solusi atas penerapan E-Faktur pada KPP Pratama Medan 

Polonia adalah 

a. Melakukan Sosialisasi dan Menindaklanjuti Kendala Yang Ada  

Pada saat awal penerapan e-nofa, banyak PKP yang belum siap untuk 

menyesuaikan sistem yang ada di perusahaan PKP tersebut. Hal yang 

dilakukan DJP termasuk KPP Pratama Medan Polonia adalah dengan 

melakukan sosialisasi kepada para PKP agar PKP dapat benar-benar 

memahami sistem e-faktur tersebut. Ketika terdapat permasalahan di 

lapangan misalnya salah satunya adalah ketidaksiapan WP, maka DJP 

menindaklanjuti dengan membuat pengumuman untuk memberikan solusi 

atas permasalahan tersebut. 

b. E-Faktur Online 

Pada saat permintaan nomor seri faktur pajak pada awalnya PKP harus 

datang langsung ke KPP. Hal ini tentu sangat tidak efisien karena ketika 

datang ke KPP, antriannya bisa panjang sekali dan tidak efisien untuk PKP 
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yang perusahaan nya jauh dari KPP tersebut. Selain itu, permintaan nomor 

seri faktur pajak melalui KPP tersebut tidak bisa dilakukan pada saat hari 

libur ketika misalnya nomor seri tersebut habis ketika bertepatan dengan 

hari libur. Sejak diterapkannya e-faktur pada tahun 2016, permintaan 

nomor seri faktur pajak dapat dilakukan melalui website DJP. PKP tidak 

harus mengantri panjang lagi untuk datang ke KPP dalam hal meminta 

nomor seri faktur pajak tersebut. Namun, untuk permintaan kode aktivasi, 

password, dan sertifikat elektronik sampai saat ini hanya boleh dilakukan 

PKP dengan datang langsung ke KPP tempat PKP dikukuhkan, melihat hal 

tersebut PKP mengharapkan seluruh tahapan dari penerapan sistem 

elektronik nomor faktur ini sudah bisa dilakukan dengan online secara 

keseluruhan sehingga dapat membantu memudahkan PKP. 

c. Meningkatkan Kualitas Sistem dan Jaringan Internet 

Sistem e-faktur yang bergantung kepada sistem yang terpusat pada DJP 

menyebabkan sering terjadi server eror atau down, hal ini dikarenakan 

banyaknya KPP dan PKP yang mengakses sistem e-faktur tersebut. Sistem 

e-faktur  ini juga sangat bergantung pada jaringan internet, karena untuk 

dapat mengakses sistem e-faktur ini dibutuhkan sambungan internet yang 

memadai. Ketika Server atau jaringan sedang down, maka KPP Pratama 

Medan Polonia serta PKP yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia 

hanya bisa menunggu dari DJP pusat dan terus mencoba sampai aplikasi e-

nofa tersebut bisa. KPP Pratama Medan Polonia mengupayakan pelayanan 

secepat mungkin. KPP  mengharapkan adanya peningkatan kualitas sistem 

dan jaringan agar tidak terjadi lagi sistem error. 
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d. Restart Server Admin  

Dalam hal data KPP yang tidak tersinkronisasi dengan baik dengan DJP, 

Operator Consule dapat merestart server admin agar data tersebut bisa 

tersinkronisasi. Jika Operator Console sudah melakukan restrat server 

admin, data tersebut nantinya akan bisa kembali tersinkronisasi. 

2. Penerapan e-faktur yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Polonia  

Berdasarkan hasil penelitian pada KPP Pratama Medan Polonia, penerapan  

aplikasi  e-faktur pada pengusaha  kena pajak pembuat faktur pajak dalam segi 

kepatuhan penggunaan aplikasi e-faktur dapat dikategorikan belum efektif. Dilihat 

dari hasil yang ada, aplikasi e-faktur sudah digunakan oleh tidak seluruh 

pengusaha kena pajak yang  terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia.  

Hal ini terlihat dari tingkat kepatuhan seluruh pengusaha kena pajak yang 

terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia  dalam hal pelaporan SPT Masa PPN 

sebelum dan sesudah penerapan aplikasi e-faktur yaitu  tahun 2013 sampai tahun 

2017 masih mengalami penurunan untuk setiap tahunnya. Tahun 2013, tingkat  

kepatuhan  pelaporan  SPT  Masa  PPN  oleh  PKP  adalah  76,23%%.  Di  tahun  

2014,  tingkat  kepatuhan  pengusaha  kena  pajak  dalam melaporkan  SPT Masa  

PPN mengalami  peningkatan  menjadi  79,02%,  pada tahun 2015 tingkat 

kepatuhan pengusaha kena pajak juga mengalami penurunan menjadi 72,19%, 

begitu juga untuk tahun 2016 dan tahun 2017 tingkat kepatuhan pengusaha kena 

pajak juga mengalami penurunan menjadi 61,71% dan 59,67%. 

Dengan menurunnya jumlah wajib pajak PKP yang bayar menunjukkan 

bahwa sebagian wajib pajak tidak patuh dalam melakukan pemabayaran pajak 

yang dibebankan kepadanya. Dengan rendah nya wajib pajak PKP yang bayar, 
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direktorat pajak perlu melakukan strategi guna untuk dapat meningkatkan 

penerimaan pajak, salah satunya dengan menggunakan penerapan E-Faktur 

kepada pengusaha kena pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan 

pembayaran atas pajak yang diberikan jumlah penerimaan pajak untuk tahun 2013 

sampai tahun 2016 mengalami peningkatan, tetapi ditahun 2017 jumlah 

penerimaan pajak PPN mengalami penurunan, hal ini menunjukkan bahwa 

walaupun jumlah pajak yang patuh menurun, walaupun sudah menggunakan e-

faktur yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Polonia belum cukup baik, 

terbukti dengan jumlah penerimaan pajak PPN yang mengalami penurunan. 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai 

Analisis penerapan e-faktur dalam upaya meningkatkan kepatuhan pengusaha 

kena pajak untuk pelaporan SPT  Masa PPN sebagai berikut:  

1. Penerapan aplikasi e-faktur belum berperan besar dalam meningkatkan 

kepatuhan dari pengusaha kena  pajak yang  terdaftar di KPP Pratama 

Medan Polonia. Hal ini terlihat dari hasil penelitian yang ada menunjukkan 

bahwa terjadi  peningkatan persentase dalam  hal pelaporan SPT Masa PPN 

dibandingkan dengan pelaporan SPT Masa PPN  sebelum penerapan e-

faktur, namun menurut angka yang didapatkan tingkat kepatuhan pelaporan 

SPT Masa PPN  oleh pengusaha kena pajak pada KPP Pratama Polonia 

masih dikategorikan belum maksimal. 

2. Penyebab Wajib Pajak tidak mengembalikan E-Faktur Pajak yaitu mengenai 

sistem aplikasi e-Faktur sendiri, dimana bahasa pemograman, tentu tidak 

sama dengan bahasa yang digunakan oleh Undang-undang. Sehingga dalam 

pelaksanaannya ada kemungkinan terjadi ketidaksesuaian antara penerapan 

aturan dengan pelaksanaan sistem itu sendiri. Selain itu Pengusaha Kena 

Pajak (PKP) memerlukan waktu yang lebih lama dalam membuat Faktur 

Pajak karena jika terjadi perubahan harga maka daftar harga per unit harus 

selalu diperbarui. Ini yang membuat pembuatan Faktur Pajak Elektronik (e-

Faktur) menjadi lebih lama dibandingkan dengan pembuatan Faktur Pajak 

secara manual, dan sering tidak terkoneksi internet saat mengupload.  
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Perlu adanya sanksi yang dapat memberikan efek jera secara langsung 

kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan faktur pajak fiktif. DJP 

perlu mempertegas peraturan sanksi perpajakan yang dikenakan atas 

penerbitan faktur pajak fiktif yakni terutama untuk sanksi yang bersifat 

persuasif dan perlu diadakannya sosialisasi oleh DJP dan KPP kepada PKP 

mengenai sanksi-sanksi perpajakan yang akan dikenakan apabila PKP 

menerbitkan faktur pajak fiktif.  

2. Untuk lebih meningkatkan sosialisasi terhadap wajib pajak tentang 

perpajakan dan kedisiplinan dalam membayar pajak agar kesadaran 

masyarakat dalam membayar pajak lebih meningkat, khususnya mengenai 

sistem elektronik administrasi perpajakan yang diterapkan oleh DJP 

tersebut terutama sistem e-faktur ini dengan melakukan sosialisasi secara 

langsung kepada PKP lebih digencarkan lagi sehingga para PKP tidak 

merasa sulit dalam menggunakan sistem e faktur dan dengan adanya 

sistem e-faktur ini. 
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